ABSTRAK

Penyelundupan merupakan kegiatan mengimpor, mengantar pulaukan
barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau
tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh Peraturan
Perundangundangan.Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai adalah
yang berperan menyidik segala Tindak Pidana Peneyelundupan seperti yang
tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP dan Pasal 112 ayat (1) KUHAP. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui Kketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai tindak pidana penyelundupan barang dan Penegakan hukum dalam suatu
tindak pidana penyelundupan barang. Dengan adanya penegakan hukum ada
beberapa upaya yang dilakukan yaitu dengan Upaya Preventif dan Represif serta
Faktor Pendorong dan Penghampat di dalam penegakan hukumnya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu cara
prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan
meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan
mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Data yang digunakan
adalah data sekunder dengan metode analisis data kualitatif.

Temuan yang didapat dari penelitian ini adalah : 1) Peraturan hukum
perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Penyelundupan barang
yaitu terdapat pada Undang- Undang No.17 tahun 2006 Juncto No.10 tahun 1995
tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2007 tentang Cukai terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang tanpa Cukai.
2) Penegakan Hukum yang dilakukan dalam Tindak Pidana Penyelundupan oleh
PPNS Bea dan Cukai telah dilakukan secara maksimal baik dalam upaya penegakan
secara represif maupun preventif nya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan dan Faktor-faktor yang menghambat PPNS Bea dan Cukai didalam
penegakan hukum Tindak Pidana Penyelundupan barang.

Kata kunci: Kepabeanan, Tindak Pidana Penyelundupan Barang, Penegakan
Hukum

Vi



